
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

Menimbang : a.

b.

Mengingat :1.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 4 TAHUN 2AO3

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEIIATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI, 
\

bahwa pelryanan kesehatan memiliki peran amat penting dalam meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat dengan upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas

pelayanan kesehatan dtmaksud yang perlu diatur dalam Poraturan Daerah ;

batrwa pengaturan. pelayanan kesehatan seba€aimana dimaksud pada hunrf a

sebagai tindak Lurjut dari Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 66

Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu dibentuk Peraturan

I)aerah terrtang Retribuqi Pelayanan Kesehatan.

Undang-undang Nomot 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Kabupaten dalarn lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (I-embaran

Negara Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan undang-undang

Nomor 7 Tatrun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat tr Sarolangun

Bangko dan Dasrah Tingkat tr Taqiung Jabung (kmbaran Negara Tahun 1965

Nomor 50);

Undang-wrdang Nomor I Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pitlana (Irrnbaran

Negara Tahun 1981 Nomor 79; Tambahan Lembaran Negara Nomor 32A\;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tenfang Kesehatan (Ixmbaran Negara

falrun 1992 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3a9\;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tnntang Pajak Daerah dan Refiibusi

Daerah (lrrnbaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun

2000 (LEmbaran Negara Tahun 2000 l.tromor 246;' Tambahan Lembaran Negara

Nomor 40a8) ;

3.

4.
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Undang-undary Nomor 22 Tahrur 1999 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran

Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambatnn Lembaran Negara Nomor 3839) ;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lernbaran Negara Tahtrn 1999 Nomot 72'

Tambahan l,ernbaran Negara Nomor 3848) ;

Peraturan Pflnerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (kmbaran Negara

Tahun 1981 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

8. Peratruan Pemerintatr Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pememtah

dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Irrnbaran Negara Tahlm

2000 Nomor 54; Tambahan l,embaran Negara Nomor 3952); ,

9. Peratuxan Pemcrintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Refibusi Daerah

(I-embaran Negara Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan kmbaran Negara

Nomor 4139) ;

10, Keputusan Presiden Nomor 44 Tahwr 1999 tentang Teknik Penyusunan

Perahran Perundang - undangan dan Bentuk Ranoangan Undang - undang;

Rancangan Perahran Pemerintah dan Rancangan Kepufusan Presiden fl.embaran

Negara Nomo'r 1999 Nomor 70).

I)engan peruetujuan

DEWAN PERWAIilLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI.

MEMUTUSKAN:

McnetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRTBUSI PELAYANAN

KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

5.

6.

7.

l Daeratr
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l. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari .

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang tlari.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.

4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari.

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi h€as dibidang Retibusi Daerah sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan Daerah yang berlaku.

Badan adalah suahr benhrk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan

Komanditer, Perseroafl lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan

bentuk apapwL Persekutuan, PerkumpularL Finna Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi

yang sejenis, Lernba€p, Dana Pensiurl Benhrk Usafra tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya. 
i

Pelryanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada

seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

Pclayanan rawat jalan adalatr pelayanan kcpada pasien unfuk observasi, diagnosis, pcngobatan,

rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.

9. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi perawatar;

diagnosis,pengobataq rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menernpati ternpat

tidur.

10. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanat kesehatan tingkat la4jutan yang harus diberikan

secepatnya unhrk mencegah / rnenanggulangi resiko kernatian atau cacat.

11. Rumah Sakit Umum Daerah yang setanjutrya dapat disingkat RSI-ID adalah Rumah Sakit Umum

Daerah Kabupaten Batang tlari.

12. Pusat Kesehatan Maqyarakat yang selaqiutnya dapat dising!<at Puskesmas adalah Instansi

Kesehtan Daerah yang mcmpwryai kunjungan rawat jalan dan rawat inap.

13. Puskesmas Keliling adalatr Pelayanan Kesehatan oleh Fuskesmas dengan mempergunakan

Kendaraan Roda 4 (empat), kendaraan rada 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang jautr

dari sarara pela)'anan vang ada

7.

8.

14. Reribusi.......
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14. Retribusi .Iasa LTmum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah

Daerah unfuk fujuan kepentingan dan kernanfaatan umum sefia dapat dinikmati oleh orang

pribadi atau badan.

15. Rehibusi Pelayanan Kesehatan yang selaqiuhrya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas

pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pemban4 Bidan di Desa" Puskesmas Keliling

Rumah Sakit Urnum Daeralr, tidak termasuk pelayanan pendaftaran.

16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan

Reftibusi diwajibkan urhrk melakukan pernbayaran Retribusi .

17. Surat Pendaftaran Opjek Retribusi Daerah, yang selar{uftrya dapat disingkat SPdORD adalah

surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek reftibusi dan wajib

retribusi sebagai dasar perhihmgan dan pernbayaran retribusi yang terutang menurut Peraturarl

perundang * undangan retribusi daerah

18, Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas rvakru bagi wajib renibusi

untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah strat

keputusan yang msnentukan besarnya jumlah Rehibusi yang tenrtang.

20. Surat Ketetapan Rehibusi Daerah Kurang Bayar Tambatran, yang selanjutnya dapat disingkat

SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menEnhrkan tambatran atas jumlah retribusi yang telah

ditetapkan.

21. Surat Ketetapan Refribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB

adalaft Surat Kepuhrsan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah

kredit retribusi lebih besar dari pada retibusi yang terutang atau tidak seharusnya tenrtang.

22. Surat Tagihan Rehibrui Daeralr, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk

melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administasi berupa bunga dan atau denda.

23. Pemerilsaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkaq dan mengolatr data dan

atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keparulran pernenuhan kewajiban Retribusi

berdasarkan Perafiuan Perundang-undangan Rehibusi Daerrh.

24. Penyidikan
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24. Penyidikan tinda,k pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan

oleh Penyidik Pegawai Negeri Srpil yang selanjutnya dapat disebut Peyidi( untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu mernbuat terang tindak pidana dibidang Retibusi

Daerah yang te{adi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungr Reuibusi sebagai pembayaran atas pel^ryanan kesehatan di

Puskesmas,lPuskesmas Pembanhr/ Bidan di De.sa, Puskesmas Keliling dan Rumalt Sakit Umum

Daerah.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah Pelryanan Kesehatan yang meliputi :.

a. Pelayanan Kesehatan di Puskcsmas / Puskesmas Pembantu / Bidan di Desa.

b. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Keliling.

c. Pelryanan Kesehatan di rumah Sakit Unrum Daerah.

(2) lidak termasuk Objek Refribusi adalah :

a. Pelayanan Pendaftaran.

b. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pernerintah Daerah Propinsi dan pihak

swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan Pelayanan Ke:€httm dari

Fuskesmas/Puskesmas Pernbantu / Bidan di Des4 Puskeemas Keliling dan Rumah Saldt Lunun

Daerah.

BAB I.tI

GOLONGA}{ R.ETRTBUSI

Pas,al 5.....
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Pasal 5

Retibusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa umum.

BAB TV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN ,ASA

Panal 6

Tingkat pfftggunaan jasa dilritung berdasalkan frekuorui pelayanan kesehatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTT]R DAN BESARNYA TARIF

pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan strukfur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk
menutup biga antara lain biaya investasi, biaya pernerikeaan, dan tindakan medis, biaya pengobatan,
biaya penginapan dan konsumsi, biaya pengadaan kartu pasien dan biaya operasional dan

' pemeliharaan.

BNB VI

STRUKTUR DAN BESAR}.IYA TARIF

Pasal I

(1) strukftu tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.

(2) Sftuktur dan besantya tarif rehibusi pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

a' AtarnPelayanan kesehatan yang diberikan di Puskesmas I puskesmas pernbantu i Bidan di
Desa dikenakan Retribusi :

NO MACAM KEGIATAN BESARMTA i

BIAYA KET
I z 3 4

[ | KErcLq Harian. Rp l'co.- ;:._.;:;;
il Fernerilrsam Karebem ofiEh Dotr€r

i Su-mlietermgm Ksc$lm K[R. do*J€r]
- L-mnum pNS. Rp- ?.0m.-
- Ps&riar" Ro- t.trjO,-

c. Bi^sta.



rV

VI

LX

X

tll

VTI

XII

XI

Biaya Persalinan di hrskesmas.
a. Persalinan Biasa / Normal.
b. Persalinan Sulit / Pathologis.
c. Peisalinan Operasi sedang (Curetage)

Biqva Persalinan yang ditolong oleh Bidan
Desa.

Biaya Rawat Inap di Puskesmas per hari

Jasa Visit / Konsultasi.

Bia"va Makan Pasien Rawat Inap per hari

Opetasi :

a. Operasi Kecil
b. Exterpasi.

LrrkaJahitl-2
LukaJahit3-5
LukaJahit6-10
Luka Jahit dan seterusnya
Khitanan

Laboratorium :

a. Pemerilcsaan Darah Rutin.
b. Pemerilaaan LIrine Rutin.
c. Pemeriksaan Faeces.

Pengobatan Gigi (Tindakan) :

a. Extracsi Gigi Normal.
b. Extracsi Gigi Sulh.
c. Frfiing ( Tambalan Gig1 )
d. Pengobatan Syaraf Gigi.

Perawatan Abses :

- Intra Oral.
- Extra Oral.

Pelayanan Jenazah :

a. Perawatan.
b. Visurn Luar.
c. Visum Dalam.

d.

e.

f,

e.

Pertalcngan PErtarna Pada Kecalakaan :

&. Tir,dals:n B€sar.
t'. Tindekm Kluuur.
c. Tlnldfu Sedq,

tfir

b" -{.tE

Rp.
Rp
Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

50.000,-
90.000,-
75.000,-

50.000,-

Rp. 1.000,-
Rp. 1.000,-

Makan siang
Rp.2.000,-
Makan malam
Rp.2.000,- 

!

Snack
Rp. 1.000,-

Rp. 20.000,-
Rp. 20.000,-
Rp. 3.000,-
Rp. 6.000,-
Rp. 15.000,-
Rp. 20.000,-
Rp. 20.000,-

Rp. 9.000,-
Rp. 12.000,-
Rp. 4.000,-

Rp. 1.000,-
Rp. 1.500,-
Rp. 1.000,-
Rp. 1.000,-

Rp.
Rp.
Rp.

15.000.-
10.000.-
75.000--

Rp 35.000i.-
Rp. 30.fi3fr.-
Rs. l5"util0--



b, Atas Peln'anan kesehatan yang diberihan di Rumah Sakit Umum ivluara Buiian dan Paviliun
dikenakan renibusi :

NO. MACAM KEGIATAN
BESARI.ryA

BIAYA KET
I 2 3 4

I

n

Rawat Jalan.

a. Biaya Pendaftaran i kercis harian Poliklinik
kur{ungan baru.

b. Biaya Pendaftaran / kercis harian Poliklinik
ulangan.

c. Pengujian kesehatan :

- Umum.
- Pelajar.
- PNS.
- General Check {ip.

P@Darurat(IGD)

Riaya Pendaftaran.
Pemakaian Fasi[tas IGD
T'indakan Kecil.
Tindakan Ringan.
finclakan Sedang.

Tindakan Besar.
tsiay a Koruultasi dr, Spesialis.

a.

b.

c.

d.

e,

f.

Rp.

Rp.

Rp.
Rp
Rp.
Rp

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

2.500,-

2.000,-

2.540,-
1.500,-
3.500,-

300.000,-

6.000,-
7.500,-
5.000,-
7.500,-

15.000,-
40.000,-
15.000,-

Ditambah
dengan btrya
pemeriksaan
penuqiang.

1

Labor, RO,
USG, EGK dII

Cito + 100 96

(diluar jam
dinas
diksnakan
biaya
Rp,10.000.-)

m llndaken Gig da[Mu[rt

Penambalan Gigi sernentara.

Penambalan dengan Amalgan
Penambalan Gigi den$n Fuji 9
Pencabutan Gigi.
Pengobatan Urat syaraf unh* satu kali

a,

b.

c.

d.

e.

Rp. 5.000,-
Rp. 10.000,-
Rp 25.000,-
Rp. 10.000,-

Rp. 6.000.-

Per Gigi
Per Gigi
Per Giei
Per Gigi

Per Gi"si

f. 'I'indakan -tindakan lairurya:
i. Pembersihan Karang Gigi.
2. Penyinaran Sollux
3. Pemsangan ll,Iahkota dan .Ternbatan /

Tambalan Gigi sementara.

:

Rp. 2.500.- I PEr G,g
Rp 5.000.-

Rp. 10.000.-
.1. Pembedahan Gigi Terpendam i Rp, 50,00di.- P* Ger
-i Ap-*ot.tc'rnl Eii-<terpa-*i G4i Rp 35.ft]{i.-
5 Foto t@l RP tri'-r'-nri'.-
- F'crma*,,rynn Cr1€i Falsu- fu 75 rr{r[r.- F* Grgi

$ Fergn'atan "{txes [nt-a r]al F'p l{l L'rrr0.-

9 pgra'n"eu'o "4hs€s Erm'e O'ral Rp. il.l I rCr.-

Iii, Femamha.!.rn dnlgan Sinar I Rp 35""{Hl{t.- Frr Gigi
I i Es€rpasi Eplir.l{Bnoc€l I R.p. 30"000.-

f\'. Rawat lnap .
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4. Kelas tr
5" Kebs m

C" OFamEi KaciL
D" Tmdeftam Opcrtr C*r Dtr*h 50 eo

dei Tmif P@fo A dm B

i Rp. 200.0fir.-
Rp. 150.[ffit1.-
Rp. 100.00CI"-

l

I 2 3 4

ry Rawat Inap.

a. WIP/Super Vip
b. \IIP
c.

d.

e.

f.

ICU flntensif Care Unit)
Kelas I
Kelas tr
Kelas Itr

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Ro,

150.000,-
50.000,-

100.000,-
25.000,-
20.000,-
15.000.-

V Jasa Visit / Konsul.

a. WIP/Super Vip
b. VIP
c. ICU (Intensif Care Unit)
d. Kelas I
e. Kelas tr
f. Kelas Itr
s. Konsultasi Soesialis Antara Ruansan

Rp. 20.000,-
Rp. 10.000,-
Rp. 20.000,-
Rp. 5.000,-
Rp. 4.000,-
Rp. 2.500,-
Ro. 10.000.-

VI

VII

Pertolongan Pgrsalhan .

A. Penalinan Normal.
l- WIP/Super Vip'
2, VIP
3. Kelas I
4. Kelas tr
5. Ketas Itr

B. Persalinan Fotologi.
l. VVP/Super Vip
2. VIP
3. Kelas I
4. Kelas tr
5. Kelas Itr

findakas lpqasl

A. Operasi Besar.
1. \YIP/SuperVip
2. VIP
3. Kelas I
4. Kelas tr
5. Kelas Itr

B. Operasi Sedang.

1. WIP/Super Vip
2. VIP
3. Kelas I

Rp. 150.000,-
Rp. 125.000,-
Rp. 100.000,-
Rp. 60.000,-
Rp. 45.000,-

Rp. 300.000,-
Rp.250.000,-
Rp.2(8.000,-
Rp. 150.000,-
Rp. 100.000,-

Rp.1.500.000,-
Rp.1.000.000,-
Rp. 700.000,-
Rp. 400.000,-
Rp. 300.000,-

Rp.
Rp.
Rp.

750.000.-
400.000.-
250"000.-

\fIL Pemeriksaan



i-l-L- - -t 3 4

I\'lll I l!_rire_nksaan &nunjang Radio Di= sti!t----
I n. nadiologi ( Rontgen )

i R. [rsc, EKG.
I Electrocardiosrafi GGK)

i{p
Rp
Ro

35.000,-
30.000,-
15.000.-

L\ Medik Lrbolaturium

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

9.000,-
12.000,-
4.000,-
5.000,-
9.000,-

3.000,-

Rp. 19.000,-
Rp. 20.000,-
Rp. 24.A}a,-
Rp. 29.000,-
Rp 16.000,-

Rp. 3.000,-
Rp. 9.000.-

X I P-elayaun RchaUftasiA4edif,_

I a. Pelayanan Canggih.

I b. Pelayarnn $edang.

_ _l q,_*l_*!ryani!Sgdcrha!1___

Rp. 10.000,
Rp. 5.000,
Rp. 2.500.

Pertindakan
Pertindakan
Pertindakan

x-I i Pelavatan Keosrawatan.

I A. Pelayanan Amhan Kepe.rawatan.

I t. VraP / Super Vip.
I z. vrP.

I L ICU (Intensif Care Unit)
I 4. Kelas I

I s. Kelas II
| 6. Kelas III
I i. Instalasi Gawat Darurat.

I e. Rawat Jalan.

I B. Pelavanan Tindakan Keperawatan

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

25.000,-
15.000,-
30.000,-
10.000.-
7.500,-
3.000,-
7.500,-
2.500.-

Perhari I

Perhari I

Perhari i

Perhari
Perhri
Perfuri
Pertlari
Psrfurt

- 10

1 Pasang/buka (Kateter, NGT. Hulura, i Rp.
Perawaan Buka- Infuc dan Tran-filci). I

3.00{r.- Fenniaf,,;un

l't"'"t'- Fe{Trllr't"an

-{I. "f-'"mra ":scrzan
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ri
XlI lshraraqlcsazah

Perawatan Jenazah.

Sewa Kamar lwtazzh.
Visum luar.
Visum Dalam.
Formalimisasi.

a.

b.

c.

d.

e.

Rp
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

25.000,-
15.000,-
15.000,-

100.000,-
100.000.-

Pertindakan
Perhari
Pertindakan
Pertindakan
Pertindakan

XM Peng€unaan Mobil Ambulance :

a. Pemakaian Dalam Kota.
b. Pemakaian ke Luar Kota lebih dari 5 Km

s/d 100 Km unruk jarak Pergi Pulang (PP)
c. Pemakaian ke Luar Kota lebih dari 100 Km

s/d 500 Km untuk jarak Pergi Fulang (PP)
d. Pemakaian ke Luar Kota lebih dari 500 Km

untuk iarak Persi Pulans (PP)

Rp. 10.000,-
Rp. 500,-

Rp. 750,-

Rp. 1.000,-

Per kilometer
Per kilometer

Per kilometer

Per kilometer

xrv Benggunggs Mobil Jenazah.

a. Pernakaian Dalam Kok
b. Pernakaian sampai ke Pemakaman Dalam

Kota
c. Pemakaian ke Luar Kota lebih dari 5 Km

s/d 100 Krn untuk Jarak Pergi Pulang (PP)
d. Pemakaian ke Luar Kota lebih dari 100 Km

s/d 500 Km untuk Jarak Pergi Pulang (PP).
e. Pemakaian ke Luar Kota lebih dari 500 Km

untuk Jarak Pergi Pulane fPP).

Rp. 15.000,-
Rp. 20.000,-

Rp. 500,-

Rp. 750,-

Rp. 1.000,-

Per Kilometer

Per Kilometer

Per Kilometer

XV s@
Rawat Jalan Perkonsultasi.
Rawat Ngnap.
a. VVIP
b. VIP
c. ICU
d. Kelas I
e. Kelas II
f. Kelas Itr
Pelayanan Psikologi.
a. Jenis Pela,vanan.

1. Konsling.
2. Tes Bakat Minat.
3. Tes IQ.

A.
B.

C.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

2.500,-

7.540,-
5.000,-

10.500,-
3.000,-
2.500,-
1.500,-

15.000.-
25.00t1.-
3i.Of,i,.-
<n t'u-ir-i -

Rp.
P.p.

Rp.

Fer -I:n-l

F;r .i:m

!* ]',-4. Tes Potensi Umum.
5. Tes "{nali-sa Jababn.
5 T:i kegr:r:Cr:r

L 
"-.: 

F-r+-i:tF

I S*de.rhma
- { =J -^,-_.r'g&

-1 ,:angE;}r

R.p. 50.Cr-'tr.' Fr ,i:n
Rp. 1tXi.0tS.- F:r Je:,
F'P li l-'x-'-'- F'ei is::

7: l- '.. - l- -:i.-r::
F; -i{ 

-r-r-r.- i;r Tn,jii:::
Fq 5 _r l'-r'_r.' Fer Tindalia:r

l{al P:nieki3n"...........
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Pemakaian Obat-obatan tlan bahan habis
dipakai dikenakan penggantian clari seluruh
pemakaian obat dari dasar ( harga beli ).

I
)
3

4.

_5.

6.

VVF 90o"o

\{P 8(t o.4

ICU 7A%
Kelas I 70 %
Kelas It 50 %
Kelas III50%

BAB VII

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 9

Atas Pelayanan Kesehatan yang ditlerikan di Puskesmas / Fuskesmas Pembantu / Bidan di DesE

Rumah Sakit Umurn Daerah dikenakan Retribusi. \

BAB VIII

KETENTUAN PELAYANAN

Pasal l0

Pusat Kesehatan l\'Iasyarakat (PUSKESMAS)/Puskesma.s Pembantu/Bidan di Desa memberikan

pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi pada masyarakat diwilayah tertentu.

Pasal l1

Dikecualikan dari pengenaan Renibusi Pemeriksaan, Perawatan dan Pengobatan di Pusat Kesehatan

Iv{asyarakat (PUSKESMAS) / Puskesmas Pembantu,tsidan di Desa dimaksud pada pasal 8 ayat (2)

huruf a Perahrran Daerah ini adalah :

a. Pencluduk atau masyarakat yang tidak mampu atau ol'ang-ot'ang dibawah asuhan rumah-rumah

sosial lairurya yang dibuktikan dengan surat dari Kepala Desa/I(elurahan setempat dapat diberikan

pemeriksaan, perawatan dan pengobatan dengan cuma-cuma.

b. Janda atau duda dari Pensiunan Pegawai Negeri sipil serta l:eluarganl'a ternrasuli Yatirn Fiffi dui

Pensiunan Pegawai Negeri Sipil mendapat pemeriksaaa peraw-atan dat pqpb*n 'le'tgilr

cuma-cunra sesuai dengan ketenfuan pembiavaan ASKES.

c- Pegrn'?i lilegsri Sfot rerte t*rgry:r lmdryd pem€rfuem, pcrrr,dm dryil
sm+cmil*ffiidruptcbm p* -irmm A,SKES-

Psl f2
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Pasal 12

(l) Hasil Retribrxi Pelayanan Kesehatan dari PUSKESMAS disetor ke Kas Daerah dan 50 o/o (lima

puluh persen) dapat digunakan PUSKESMAS untuk menunjang kelancaran hrgas pelayanan yang

meliputi:

a. Kegiatan operasional PUSKESMASiPuskesmas Pembantu/Bidan di Desa baik di dalam

maupun cliluar gedung stuana pelayanan PUSKESMAS termasuk rawat kuqiung dan

pernbinaan kesehatan pada masyarakat.

b. Pembinaan sumber daya manusia.

c. Psrneliharaan dan pengadaan bahan penunjang, baik berupa bahan adminisfrasi kantor

maupun obat-obatan, reagensi4 bahan habis pakai dan lain-lain

(2) Tata cara rincian penggunaan hasil Refribusi serta pertanggung jawabannya ditetapkan oleli

Bupati.

Pasal l3

Pelayanan dan perawatan di Rumatr Sakit Umum Daerah ditetapkan berdasarkan :

a. VVIP /Super Vip.

b. VIP.

c. ICU (Intensif Care Unit)

d. Kela,s I.

e. Kelar II.

f. Kelas ltr.

Pasal 14

(1) Rumah Sakit Urnum Daerah memberikan pelayanan dan perawatan kepada penderita meliputi

rawat jalan dan rawat inap serta penyediaan lahan praktek atau penettian bagi siswa daxl

rnahasiswa;

(2) Pelayanan clan perawatan bagi penderita rawatjalan ditentukan sebagai benktc :

a. Pelayanan diberikan di poli-poli sesuai dengan kasus penyakit t'ry diderinanre-

b. Dengan menunjukkan tanda bukti pernba,,r'aran ReFl'hrsi r-ang berqpa Lrrcie

c. Kaffih dimatsrd pnda huu{ b mrcrryetam rmda ffii pcmbil-fie!:m r* pcrdffimm pffifu@

dm pcmggamoi Unaln hfl&{ffio ymg trpcrgu@*m.

f3) Ptlryzu,mn
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i-1) Fela] anan rlan peranatan rawat inap. ditentulan sebagai berikut :

a. Pendei-it-r masuk rawat inap di Rumah Sakit Umum Daeratr, wajib menunjukkan surat

pengantar dari Dokter veng memeriksa dan menyatakan sanggup memenuhi persyaratan yang

ditentukan serta menunjukkln tanda bukti pembayaran berupa karcis.

b. Penderita rawat inap di Rumah Sakit Llmum f)aerah ditempatkan pada kelas sesuai kehendak

pendelita atau keluarganya atau per{aminnya.

o. Penderita yang kurang atau tidak mampu, masuk atau rawat inap di Rumah Sakit Umum

Daerah diternpatkan pada kelas yang ditentukan olsh Dil'ektur.

(4) Pelayanan dan Perawatan peserfa PT. ASKES,

a. Penclerita sebagai peserta clari PT. ASKES atau keluarga yang masih rnenjadi tarrggungarurya

masuk atau rawat inap di Rumah Sakit Limum Daerah ditempatkan pada kelas berdasarkah

ketentuan yang ditetapkan oleh PT. ASKES.

b. Apabila penderita atau keluarga dimaksud pada htuuf a'ayat (4) pasal ini menghendaki dirawat

pada yang lebih tinggi, maka kekuratrgan biayanya ditanggung ssndid oleh peserta.

(5) Pelayanan dan Perawatan OrarE Tahanan/Napi.

a. Pe.nclerita sebagai orang hukurnan alau tahanan rnasul< atau rawat inap di Rumah Sakit Umum

L)aerah ditetapkan pada kelas Itr.

b. Biaya dan penggunaan penderita dimalaud pada hunrf a ayat (5) pasal ini ditanggung oleh

instansi yarrg befianggung jawab

c. Apabile keluarga atau 1:etulerita rlimaksud pada huruf a ayat (5) pasal ini menghendaki dirawat

pada kclas yang lehih tinggi, harus ada iiin <lari instansi yang bertanggung jawab dan disetujui

oleh f)irektur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Bulian.

d. Semtta biaya Pela,vanan dafl Perawatan dimaksud pada huruf c ayat (5) pasal ini ditanggung

sendiri oleh pcnderita atau keluarganya"

(6) Petayanan ctan perawatan penderita rawat inap pada WIP, VIP, ICU, Kelas L KeLa*, tr &n

Kelas m A fidak termasuk biaya obat-otratan, alat kesehatan habli pakai. t'ir-r'a r:-.:ie J.:n

konsultasi rnedis,

(i) Penderita \-ans kruang atau ti&l: rna;rlpu dapat rnempercleh p:lavana:r dan preran-atan kEsehaun

s:rta d-l$l"il m:rr4,:rl:l;h k:rirq8"Gn atau F"smbebasan bk1'a p;nrry'ai,fil ariu p<rgil alir l"e"s"ehrLan

n:.rg,m nnii'l-t1'3r:h}-sr sl.h-et l:etflan,rtn n.JaL mnnipii .da;r Kry,nls D*i; d*rrahr oi:h Camat

i,an dr:aa-o[:n h'el,Jasrrtiaer Krpunrcan DireLrur Runuh Sakir Unum Dare$ \{uara Buliart-

(8) Janda



(8) Janda atau duda dari pen:iunan Pegawai \egeri Sipil serta keluarganl'a termasuk .vatim piatu dari

Pensiunan Pegawai Negeri Sipil mendapat perneriksaarL perawatan dan pengobatan dengan cuma

- cuma dengan ketentuan p€mbialaan Askes ;

(9) Pegarvai Negri Sipil serta keluarganya mandapat pernerikraan, perawatan dan pengobatan

dengan cuma - cuma deqgan ketentuan pembiayaan Askes ;

. (l0)Bagl Karyarvan Perusahaan Swasta yang melakukan pemeriksaan, Perawatan dan pengobatan di

R-unrah Sakit llmum Daerah Muara Bulian diperlakukan sesuai dengan MOU yang telah

disepakati ;

(ll)Pelayanan dan perawatan terhadap jenazakmenjadi beban dan tangung jawab keluarganya atau

instansi pengirimannya kecuah ditentukan lain oleh Direkhrr Rumah Sakit Umum f)aerah Muara

Rulian. .

(l2)Pelayanan atau penyediaan lahan unhrk tempat pelatihan atau peirelitian bagi siswa atau

mahasiswa tlengau kclentuan harus mengajukan permohonan secara terfulis kepada Direktur

Rumah Sakit ljmum Daerah Muara Bulian.

Pasal 15

(1) Penderita WabalL bencana alam dan penderita tidak mampu atau kurang mampu, wajib

melengkapi sttrat keterangan dari Kepala Desa/ Lurah, dengan diketahui Camat atau dengan

membawa Kartu Sehat (KS) yary diberikan oleh PUSKEShIAS, paturg lambat 2 x 24jarn (Dua

kali clua puluh empatjam) ;

(2) Penderita Wabah, Bencana Alam di bebaskan dari pembayalan jika bersedia diteinpatkan di

bangsal kelas III ;

(3) Penderita Wabafr, Bencana Alam yang meminta ditempatkan cli kelas yang dipilihnl'a akan

dikenakan biaya sesuai dengan tarif berlaku dikela.s yang dimaksud.

Pasal 16

(l) Semua hasil pe.ngobatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan tanpa nndakan Can p:r",aarr

dengan tindakan merupakan pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah \fu.'-ra Bu-n C-:n ':rtse::"r

ke Kas Daerah sei-':sar 1n0 o'o sebageiPendapatan Asli Darah

ill !:rana:n l-r'l ,fr ru-ens br-i'u lang terpl-ial: C:ngan rbru:1 a ,Alen:'i*ar .b:s': i:.bt-sar t'r"{';

F€rs1n sirn L:rri [ *tmtt'rh 50 cq {ftnr,g puiuh Ferssnl

t-1 t F:rranan
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(3) Pelal'anan peran'atan penderita rawal jalan di Unit Gawat Danuat (UGD) yang memerlukan

obserrrasi,'pemeriksaan dan tindakan medis dikenakan Retribusi yang besarnya satna dengan

pemeriksaan dan tindakan medis sejenis penderita rawat inap kelas tr.

Pasal l7

(1) Semua hasil pengobatan yang terdiri dari Palayanan Kesehatan tanpa tindakan dan pelayanan

dengan tindakan merupakan Pendapatan Rumah Sakit Umum dan disetorkan ke Kae Daerah 100

o/o sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

(2) Dari hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat I pasal ini dikembalikan sebesar 90 Vo

(sernbilan puluh perseratrx) kepada RSU Muara Bulian untuk keperluan Operasional rumah

Sakit clan pcngelolaan Medis.

Pasal l8

Dari Jasa medik yang dikembalikan seb€sar 5O o/o (Lima puluh perseratus) dari penghasilan Rumah

Sakit akan dibagi dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

(l) Penderita masuk (rawat jalan atau rawat inap) di Rumah Sakit Umum Daerah keluarganya

dilarang mernbawa barang-barang yang dapat membahryakan atau mengganggu Rumah Sakit

Umum Daerah;

(2) Penderita atau keluarganya bertanggung jawab atas kearnanan barang-barang miliknya ;

(3) Ketennran bagr Penderita yang Meninggal Dunia.

a. Pmderita yang meninggal dunia dibawa pulang oleh keluarga atau peqjaminnya secepat-

cepatnya 2 (dua) jam selambat-lambatnya 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung

sejak ada pemberitahuan dari DirEktur Rumah Sakit Umum Daeral/I(epala Puskesmas.

b. Guna kepentingan perneriksaarq Direktur Rumah Sakit Umum Daeralr/ Kepaia Pu-.kesmas

dapat menenhrkan lain dari yang dimaksud huruf a ryat (3) pasal ini.

c, Apabila keluarga atau peqiamin tidak memperhatikan ketentuan pada huruf a al'at {-l I ps"al

ini maka Direktur Rumah Sakit Ltmrmr Daerab,'Kepala Pr:skesrnas dan Instari tgrliait

tern'enang mtuk melahrlian pefialam"ul

Pas&l ]fi.
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Pasal 20

(l) Fasititas untuk perawatan ditetagkan sebagai berikut :

A. VVIP terdiri dari :

1. Pasien.

a. I (satu) Unit tempat tidur dihmbah peralatan tidur pasien.

b, 1 (satu) Unit kamar mandi ditambah peralatan mandi pasien.

c. I (satu) Unit lemari pasien.

d. I (satu) Unit meja makan pasien.

e. Baju Pasien.

2. Keluarga.

a. I (satu) Unit ternpat tidur kehurga.

b. I (satu) Unit kamar mandi.

c. I (satu) Unit dapur ditambah peralatan dapur.

d. I (saru) Unit telwisi.

e. I (satu) Unit kulkas.

f. I (satu) Unit kursi tamu.

g. AC (Air Condition) mencakup ru:lngan pasien dan ruangan keluarga.

B. VIP terdiri dari :

1. I (satu) Urrit tunpat tidupasiur.

2. I (satu) Unit kamar mandi pasien.

3. 1 (satu) Unit lemari pasien.

4. I (satu) Unit meja makan pasien.

5. 1 (saru) Unit AC (Air Condition).

6. I (satu) Unit televisi.

C. ICU terdiri dari :

1. I (satu) Unit ternpat tidru ditambatr peralatan tidur pasien.

2. Peralatan medis / peralatan intensif.

3. AC (Air Condition).

D. Kelas I terdiri dari? (dua) tefitpat tidur pasien dau karna mandi di daliln-

E- Kclrs tr tgrdiri dili 3 (tiF) FnFd tifur Fdil dm tmr rntud dt fotr

F" KctG III tcrdiri dd 4 4.qryf) tcryd tidur pa*il dm tmtr "'rffrfi rf, !el'.

(2) Semua
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(2) Semua Penerimaan Retntusi dimaksud pada ay-at (2) pasal ini disetor secara bruto ke Kas Daerah

)'ang merupakan Pendapatan Agli Daerah.

Paeal 21

Penderita dapat dilawat inap atas dasar :

a. Adanya surat keterangan pengantar Dokter yang maneriksa/merawat.

b, Keinginan penderitalkeluaryanya

Pasal22

Tiap penderita yang <li rarvat di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Buliaq kJrususnya di VVIP dan

ICU haruskan membayar uang jaminan sebesar 2 (dua) kali hari perawatan.

BAI} IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 23

Retribusi yang tenrtang diptrngut di wileryah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan,

BAB X

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 24

Saat Retribusi terutang adalah padasaat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

SURAT PENDAFTARAN

Pagal25

(1) Wajib Retribusi Wajib mengisi SPdORD;

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanrs diisi dengan jelas L''ena dan iargl:ap serta

ditanda tangani oleh Wajib Retibu,qi atau kuasanya ;

(-li tsenfuL fui- serta tata cara pengisitrl dan pcnlqaim SPdORD sehagaima,la d,fonals-uil pada

qd ( l) dmleq*an oletr Bupdi-

B.{B ,\fI.
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BAB Xtr

PENETAPAN RETRIBUSI

Paeal26

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ryat (1) ditotapakan Retribusi

terutaw dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data banr dan atau data yang eemula

belum terungkap yang mcnyebabkan penambahan jurnlah Renibusi yang tcrutang maka

dikeluarkan SKRDKBT;

(3) Bentu( isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleli

Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal2T

(l) Pemupgutan Retribusi tidak dapat dihorongftan,

(2) Retibusi diputgut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV

SANKSI ADMIMSTRASI

Pasal 28

Dalam hal Wajib Retribusi tidak mcrnbayar tepat pada waknrrya atau kurang manbayar, dikenakan

sanksi administraai berupa bunga sebesff 2 o/o (dva persen) setiap bulan dari Refibusi 1'ang terutano

atau kurang dibayar dan ditrgih dengan manggunakan STRD.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pl*at 29

([] Permtqum Retribnsi l-mg Ed'rrg hilmc dfuaci rntatrgr :

(2) Rctribusi.
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(2) Reribusi )'ang dterutang dilrrnesi selambat-lambatrl'a l5 Qima belas) hari sejak diterbitkannya

SKRD atau dokumen lain,vang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

BAI} XVI

TATA CARA PENAGI}IAN

Pasal 30

(1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat l"in yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan

penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh ternpo pembayaran ;

(2) Dalam jangka waktu 7 (h{uh) hari setelah tanggal surat terguran I peringatan / surat lain yang

sejenis, wajib retribusi harus melunasi renibusinya yang terutang ; 
i

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dikeluarkan oleh pe.jabat yang ditunjuk.

I}AB XVII

KEBERATAN

Pasal 3l

(l) Wajib Relribusi dapat rnengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang

ditunjuk ata"s SKRD atau dokumen lain yang dipersamakaq SKRDKBT dan SKRDLB ;

(2) Keberatan diajukan secaf,a torhrlis dalam Bahasa Indonesia dengan dieortai alasan-alasan yang

jelas ;

(3) Dalam hal Wajitr Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus

dapat mernbuktikan ketidak benaran ketetapan Rehibusi tersebut ;

(4) Keberatan haux diajukan dalam jangka waknr paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD

atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkarq kecuali apabila

Wajib Retribusi tertentu dapat meinrnjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi kareru

keadaan diluar kekuasaarurya ;

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada e.r'at i1; ti:n ii i drl*r.-r

pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberataq sehingga tidak dipertimbmgkan :

(6) Pengajuan l:eberatan tidak menr.rnda kewajiban membal'ar Retribusi dan pebl-.rua'l 3:n,sg:rxl

P,etrit'u-.i"
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Pasal 32

(1) Bup;rti tlrlam jangl:a waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat X.eberatan diterlma

harurnrernbeli keputusan atas kebcratan lang Ch.fukan ;

(2) Keptttusan Lluirati atas l;eberatan dapat berupa rrrengrkna sehrmhnva atau sebaglrL menolak, atau

' mcnarnt"ah besarnya Retribusi yang tcrutang ;

, (3) Apatrila jangka rvaktu sebagaimana dirnaksud, pada ayat (i) telah lervat dan Bupati tidatrr

rnembetikan sttattr ke4rttfitsan, keberatan yang diajukan tenebut dianggap dikabulkan.

BAB XVIN

PENGEMBAI,IAN KELEI]IHAN PEMRAY ARAN

Pasal 33

(l) Atas kelebiharr pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan

pengembalian kepada Rupati ;

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterirnanya perrnohonan kelebihan

Retritlrsi sebagairnana dimaksud patla ayat (1) harus memberikan keputusan ;

(3) Apabila jangka wakhr sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dila.mpaui dan Bupati tidak

mentbetikan suatu keputusatr. permohonan pengembalian kclebihan Retribusi dianggap

dikahulkan dnn SKRDI-B harus diterbitkan dalam jangka waktu patmg lama I (satu) bulan ;

(4) Apabila Wajil.r Retibrui rnernpunyai utang Retribusi lairurya, kelebilian per:rbq'aran Retribusi

scbagaiirtana dinraksud pada al'at (l) langsung diperhitungkan untuk rnelunasi ter{ebih dahulu

utang Retribusi teiscbut ;

(5) pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagairnana climaksud pada ayat (1) dilakukan

dalam.iangka w'a.ktu paling lamaZ (dua) bulan se.iak rliterbitkannya SKRDLB ;

(6) Apabila pengembalian kelebihan pemtrayaran Relribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2

(dua) bulan, I3upati memberikan imbalan bunga sebesar 7 on {dua persan) sebulan ata-c

keterlambatan pembayaran kelehihan Rehrbusi.

Pasal 34

(i) Pcmrr;hcnan pengembalian krlehihan pernhavaran Retribusi di:jukan i.crre irzuli-. !".ep'a,Xa

Bur :d'ien€ft^ i:lrrrans-ll:r.'ngn]'a menl'ebuttan :

r *,i'r"l -llr .'l:::-, j:[ ii-ejtb F.:fr'lbn]r:

a ].d.'r*r ?:r.--1;t

-. Bg,.Jr:ir a
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c. Besamya lieleb'ihan pembayara

d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengernbalian kelebihan pernbayaran Retribusi disampaikan secara lang,sung atau

melalui pos tercatat ;

' (3) Rukti penedmaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat

, pennohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 35

(l) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar

Kelebihan Retribusi ;

(2) Apabila kelebihan pembryaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnyd,

sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (4), pernbayaran dilakukan dengan cara peinindah

bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX

PENGIJR"ANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 36

(1) Bupati dapat nremberikan psnguranga& keringanan dan pembebasan Retribusi ;

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana climaksud pada ryat (1) dengan

memperhatikan kemampuan Wajib Retibusi, antara lain untuk mongangsur ;

(3) Pembebasan Refribusi sebagaimana dimaksud pada q'at (1) antara lain diberikan kepada

masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan ;

(4) 'tata cara pengurangan, keringanan dar pembebasan Retribusi difetapkan oleh Bupati.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

{l) ll-qfo-b' Ret-r'htrsi 1'ang d.f'k mdelqanakerr krn-ajftanrrya rhingga mrnryS"aa D6€fah

dimc,mn pdma Lrruqgm {ytry lamr 6 (arm} bdm tu dandr schm!"& * @,'nf,ma Rp.

5.0m"0ffi)-- (ltuilai{r rudah} ;

(2) Tindak



- :-:

{2) Tindal: piclrna r.ang dimalsud p.dr avat (11 adda.h pelanggaran.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 38

(1) Pejabat Pegarvai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus

sellagai Penyielik unhrk melakulcan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

(2) Wewenang Peyidik rebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. lr{enerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterairgan atau laporan ber*enaan dengan

tindak pidana dibidang Rehibusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut meniadi,

lengkap danjelas ;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan

tentang kebenaran perbuatan yang dilakrkan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi

D;rerah.

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak

pidana dibidang Retribrui Daerah.

d. Memeriksa buku-bukrq caktan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak

pidana dibidang Rehibusi Daerah.

e. Irdelakukan penggeledahan unhrk mendapatkan bahan bukti pernbukuarL pencatatan dan

dokumen-dokumen lain serla melakukan penyrtaan ferhadap bahan bukti tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanan fugas penyidikan tindak pidana

dibin dang Retribusi Daerah.

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan nrangan atau tempat pada saat

pemeriksaan sedang trerlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen 1'ang

dibawa sebagaimana dimalaud pada huruf e.

h. Mernotret seseorang yang berkaitan dengan tindak prdana Retribu,qiDaar.$.

i. lr{emanggil orang untuk didengar keterangannva dan diperiL.a sebrg;l :-Ir"xq!.i r";i: s:i,r

i \f:ngherlil- an p-Enridrl'm-

i" l,{:Lql.l},:r: :rr*ia.li*an ilnm imrg FerT- ::r:tui L:ian;.rrr, pei1,:fti::, ::,:j ;.k; i 'f:'lflS

F stn'*-sn ll p:rnlt mls{'- -lrTsr hufu::En 'r ilmg ,t.frItim *ryffrtsng:TrnE ra-qni'[-,gl-

i-r1 Perqidil



{3) Penri,Jlk ret'agaimana dimaksud pada q-at {t) mamberitahukan dimulainva perqidikan dan

mern'amPaikan hasil peryidikarur_r'a kepada Penunhrt Umunr, sesuai dengan ketentuan yang

diatur dalam Undang-undang Nomor E Tahrm l98l tentang tlukum Acara Pidana.

BAB XXU

KETENTUAN PE}JUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan f)aerah Kabupaten Daerah Tingkat tr

Batang Hari Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Dasrah

Kabupaten I)aerali fingkat lI Batang }Iari Nomor 3 Tahun 1999 Seri B Nornor l) dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 40

tlal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, separliang rnengenai pelaksanaanya

diatur letrih lar{ut dengan Keputusan Bupati.

akan

Pasal 41

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penunpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Disahkan di Muara Bulian.

Pada tanggal 2 Januari 2003.

Dimdangkan di fuIuara Bulian.

Pada tanggal 2 .lanuari 2003

SEKRETARIS DAERAH

S A}:il/t
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABIIPATEN BATANG HARI

NoMoR \ TAHUN 2oa3

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJEI.,ASAN UMUM

Dalam rangka penyelanggaraan pelayanan kesehatan selain bertujuan meningkatkan

dera.iat kesehatan ma.ryarakat agar terwujud kesehatan maq'arakat yang seha! selaras, serasi,

seimhang clan sejahtera rmfi* meningfiarkan potensi masyarakat menjadi sumber da1,a manusia

yang diperlukan bagi perkembangan dan kesinambungan pernbangunan bangsa.

Baltwa sejalan dengan perkembangan rnasyaraka! pelayanan kesehakn perlu

disclcnggamkau seciua lebih merata, bermutu serta berdaya guna dan berhasil gunE dengan peran

serta masy*arakat secara aktif yang merupakan bagian dari kerangka pelayanan kesehatan.

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayaian Kesehatan,

penetapan Ileralurarut Daerah ini sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

Tirrgkat tr Batang llari Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. Unnrk itu

pedu <liadakan penyesuaian de,lrgan kewenangan CXonomi Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah

Kabupaten Batang Hari sebagai tindak lanjut lJndang-undang 22 Tahun 1999 tentang

Penterintahan Daerah, Unrlang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

Antar Pernerintalt Pusat dan Daeralr, Untlang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang

Petubahan Ljndang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan P.etribusi Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan

Propinsi sehagai l)aerah Otonom dan Perahuan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang

l{elribusi Daerah.

Ilenetapan Peraturan Daerah ini dapat menjamin terlaksananya usaha Pemsnnuh Daerah

dalam mcningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan l:eniamp'.un i.:i:.ur4,ir,

yang semakin rnerringkat akan meinberi manfaat besar bagi pemlt,4i.aan PflnermEh d.::r

Pemt'ang:;nan Daerah- salah satu Sumber Pendapatan As[ Darah t?.dDl d'ia,':l rnsnurlls.ng

{-"trrn'nru Da:rali aclalah pltrlgLde'? F.ttribuii Feisr ernn i*:sefu:rm

r

{
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tr. PE}JJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup Jelas

Pasal 2 C\rkup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal l0 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jclas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cr*up Jelas

Pasal 17 Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 2l Cukup Jelas

Pasal 22 Cukup Jelas

Pasal 23 Cukup Jelas

Pasal 24 C\rkup Jelas

Pasal 25 C\rkup Jelae

Pasal 26 Cukup Jelas

Pasal 27 Cukup Jelas

Pasal 28 Cukup Jelas

Pasal 29 Cukup Jelas

Pasal 30 Cukup Jelas

Pasd 3f Cukup Jelas

Pasd 32 C1trhrp Jcfss

Fud 33 ffiry Jdlr

Fhsd 34 Cdry Jcir$

F"ffid jS C,,ntuW Ieilro

t

i

P'qa! 36
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Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Cukup Jelas

Cukrp Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

I

t


